PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG
PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRARIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

BUPATIACEH TAMIANG;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang

M

Nomor 32 Tahua 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
sehagaimeana telah dinhab dengan Undang- Undang Moo
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahem 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Notnor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Dacrah menjadi Undang-Undang
dén Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali
susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang
sesnal dengan karakteristik, potensi, kebutuban dan
kemampuan Dacrah;




Mengingat

Bahwa berdasaskean pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun
Tentang Penataan Susunan Organisesi dan Tata Ketfa
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh

Tanniang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara. (Lernbaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1936
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomsor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 3 Tahun
1999, (Tembaren Negara Republik Indonesis Tahun 1999
Nomor 16%; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh {Lembarun Negara Republik Indonesta
Tahun 1999 No 172, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Cayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatmn 2002 Nomor 17, Tambeahan Lembaran
Nepara Republik Indoncsia Nomor 4176);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahon 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Nepara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tehun
2005 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Talun 2005 tenfang Perubahan
atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriptahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambohan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbanpan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Tembaran Negara Republik
Indonesia Talwm 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44387;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Acch (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daersh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lerabaran Negara Republik Tndonesia Nomor
4262%;

. Peraturam *-Pemerintsh  Nomor 25 Tehun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Gtonom (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 54, Tambahan
Lembaran Megars Republik Indonesia Nomor 3952);




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEHNTAMIANG
dan
BUPATTACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menctaplan  : QANUN TENTANG PENATAAN SUSUNAN

ORGANISAST DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BABI 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qarnun in yang dimaksud dengan :

a
b,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Taminng;

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Peranglat Daerah schagei unsur
penyelengoaras Pemerintahan Daerh;

Dewian Perwaldlan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRT adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tarniang;

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Wakil Bupati adalzh Wakil Bupati Aceh Tamiang

Pimpinan Dewan Perwakilan Ralyat Kabupaten Acch Tamiang adelah Ketua
dunWekil Ketua Dewan Perwakilan Rukyat Kabupaten Acch Tamiang
yang sclanjutnya disebut Pimpinan DPRD:

Sekretariat Dewan Perwalcilan Rakyat Kabuj ipaten Acch Tamiang selanjutnya
disehut Sekretariat DPRD Kabupaten Acch Tamiang;

Selretaris Daetah Kabupaten solanjutnya disebut SEKDA adalah Sciveraris
Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang;

Sekretaris Dewan Perwakilan Raky#rKabupaten Aceh Tamiang sclanjutnya
disehut Sekretaris DPRD Kabupaten Acch Tamiang.




F’ BARTI
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun inf dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang,

BAB I
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi don Kewenangan

Pasal3

(1) Selretariat DPRD adalall unsur staf vang melayani DPRD dalam rangka
Teng as clan kewaiit

(2) Sckretariat DPRD dipimpin olch seorang Sekretaris DPRD yang secata telenis

aperasional berada di bawah dan bestanggung jawab kepada Pimpinan DPRD

dan secarn adminishatif) bertanggung jawab kepada Bupatimelalti SERDA

Kabupaten Acch Tamisng,

Pagal 4

Sekretariat DPRI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka
[penyelenggarman urusan unmim pemerintshan, persidangsn,dan Hukum serta pengurisan
rumzh tangga, keuangan, himnas dan protokol, hukum dan Perundang-undangan
dilingkungan Sekretariat DPRD, mendukung pelaksanasn tugas dan fungsi DPRD,

koordinasikan hli yong diperluksn oleh DPRD sesnai dengan kemarmpuan
keuangan dacrak serta melaloukan koordinasi dengan Pemerintah Dacraly,

Pagal 5

Palam E 235 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sek iat DPRD
mempunysi fiungsi :




